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PERATURAN DAERAH KABU PA TEN BUOL
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISAQ! DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAN DAN STAF AHLI KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI BHOL,

bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 2-ayat(1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41° Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Perangkat:
D’acljéh' mengenai Sekretariat  Daerah  dan 4Sekrgtariat Dewan Perwakilan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Staf Ahli Kabupaten BIIIO], perlu diatur dalam
Peraturan Daerah; 4_

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a | perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sel\wtarlat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten

Buol_ .

Undaig - Undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
(Lcm aran- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Republik- Indonesia Nomor 43 ”I"ahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomorl169," Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang
Bersih dar SBebas dari Korugsi: Kolusi dan' Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara

Republik Ii:dunesia Nomor 3851);

Undang -- Urdang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembez‘tul\axx Kabupaten
Buol, Kabupdten Morowalii dan Kabupaten Banggai Kepumuan (Lembaran
Negara Repablik Indonesia Tahun 1999 Nomor,179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Usdang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

- Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

-

Republik Indonesia Tahun 200¢° Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966



o
fahun, 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang - Undang Nomer 32 Te
(Lgnﬂbar an Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

{embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

ang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

dengan Undang -

»)

Pemerintah pengganti Undang-Und
Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454§);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan .antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah Propinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran- Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4727);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (L. embaran Negara Republik Indonesm Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

‘Dengan Persetujuan Bersama-
DEWAN PERWAKXKILAN RAKYAT DAERAH [\ABUPATEN BUOL
dan

BUPTATI BUOL

2 MLMUTU SKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH - TENTANG ORGANISASI DAN T'A'I;A KERJA

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN STAT AHLI KABUPATEN BUOL.

BAB 1
Ketentuan Umum

Pasal i

Dalam Peratvran Daerah iui yang aimaksud dengan :
1. Daerah ai-lah Daerah Kabupiten Buol,

2 a 4 1 .3 I ¢ t[ 1( 1 & l(:‘ ]\( 1 l S rb( O‘ ¢ S pe y e a

Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD  adalah Lembaga

P ' ak e
X erwakilan Rakyat Daerah sch agai unsur Pcnye;cng,ga:a Pemenmahan Daerah.
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11. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

(1

(2)

3)
(4)

Da

. /D
Pemerintahan Daerah adalalh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewarn Perwakilar Rakyat Deerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi  seluas-luasnya dalam sistem dan pricsip Negara Kesatuan Republik Indenesia
sehagaimana dimaksud dalan Undang-Undang Dasar Negara Republik.Indonesia Tahun 1945, '
Pera-igkat Daerali adalaii unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerdh yang terdiri dari Seiretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerai, Kecamatan dan Kelurahan. |
Sekretariat Daerah Kabupater. adalah Unsur Staf Pamerintah Daerah Kabupaten Buol
Staf Alii adalah Kelompok Staf yang mempunym kcahlian tertentu untuk membantu Bupati dalam
memberikan telaahan mengenai masalah Pemermtahan Daerah sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan terhadap DPRD.

. Sekretaris DPRD adalah Kepala Sekretariat DPRD yang secara operasional berada dibawah dan

bertahggung jawab kepa{da Pimpinan DPKD dan secara administratif bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB 1
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Bagiau Pertama |
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan IKKewenangan Sekre_tafiﬁt Daerah-

P'nsa! 2 ;

Sekretariat Daerali Kabupaten merupakan Unsur Stat mempunyai tugas dan kewajiban

mem"antu Bupati dalam menvusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas' Daerah dan

Len'.Baga Teknis Daerah.
Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .-
Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan Struktural Eselon ll a.
Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai

Paraturan Perundang-undangan vang berlaku .

Pasal 3

lam 1angka melaksanakan tugas dan kewajiban scbagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretariat

Daerah mempunyai 'lung51 :

o

penyusanan kebijakan Pemerintahan Daerah.

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Tekms Dacrah.
pemantduan dan evaluas: pe'aksanaan kebijakan Pemelmmhan Dde:ah

pembinaan administrasi dan aparatur Punen.}tdlnn Daerah ; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d



Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebsgaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat Daerah Kabupaten

mempunyai kewenangan sebagai berikut -

a. Melakukan koordinasi staf terhadap segala l\egxatan yang dxlakul'an dalam merumuskan kebijakan

<

o

a.

o

Daerah dalam penyeleng ggaraan admmnstrasn pemerintahan.

Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari
proses perencanaan, pelaksana?l monitoring dan evaluasi, pelapoxan serta pelayanan administrasi.
Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan
penyeleng naraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

Pembinaan administrasi pelaksanaan fungsi hukum dan pemndanw-undangan organisasi dan tata

laksana se.ta memberikan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

_Melaksanakan hubunoan masy rakat dan protokol serta fungsi- -tungsi pemerintahan umum lainnya

yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis misalnya penanganan urusan kerja sama

dan perbatasan serta hubungan antar bangsa.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasel 5

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari 2 (dua) Asisten dan 6 (enam) Bagian, masing-masing

Bagian terdiri dari 3 (tiga) Suby Bagian dan Kelompo'\ Jabatan Fungsional.
(2) Asisten merupakan Jabatan Struktural Eselon [] b
(3) Kepala Bagmn imerupakan Jabatan Struktural Sselon 111

(4) Kepala Sub Bagian merupakar Jabatan Struktiral Eselon 1V 4

Pasal 6

Asisten Sekretariat Daerah sebageimana dimaksud pada Fasal S ayat (2) masing- -masing sebagai

berikut :
I Asisten Pemerintahan dan Kesziahteraan Rakyar

2. Asisten Perekonomian . Pembangunan dan Administrasi Umum.

Bagian Ketiga
Asisten Sekretariat Dacrah Kabupaten
Pasal 7
(1) Asisten Asisten Pemerintahan dan Kese ahtcraan Ra)\yaL m(,mbo.wahn T
a. Bagian Administrasi Pemer'ntahan Umum .

b. Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana

c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan .



Asisten Perekonomian , Pembangunan dan Administrasi Umum membawahi :
a. Bagian Adminstrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam .
b. Bagian Perlengkapan Umum

c. Bagian Humas dan Protokol..

Bagian Keempat
- Bagian - Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten
| Pasal 8
(1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawaii :
a. Sub Bagian Pemerintahan Jmum

b. Sub Bagian Perangkat dan.Otonomi Daerah

c. Sub Bagian Kemitraan dan Pengendalian Pertanahan.

(2) Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana meinbawahi :
1 a. Sub Bagian Peraturan Perundang — undangan
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum

c. Sub Bagian Kelembagaar dan Tata Laksana .

(3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahi
a. Sub Bagian Bina Mental Spritual
b. Sub Bagian Pembinzan Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan.

¢. Sub Bagian Bantuan Kesejahteraan Rakyat..

(4) Bagian Adminstrasi Pembangunan, Perckonomian dan Sumber Daya Alam membawahi :
a. Sub Bagian Monitoring , Evaiuasi dan Pengendalian Penibangunan
b. Sub Bagian Monitoring dan Evaiuasi Sarana Perekonomian

c. Sub Bagian. Sumber Daya.Alam .

(5) Bagian Perlengkapan Umum membawahi :

a. Sub Bagian Rumah Tangza : ;

b. Sub Bagian Perlengkapan Umum
[ [

c. Sub Bagian. Perwakilan Pemerintah Daerah .

(6) Bagian Humas dan Protokcl membawahi :
a. Sub Bagian Protokol
b. Sub Bagian Dokumentas' dan Publikasi.

. ¢ Sub Bagian. Komunikasi dan Persandian.

Bagian Kelima
" Kelompok Jabatan Fungsional

S Pasal © _
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Pemerintah Daerah

e keahlian dan kebutuhan



3)

(4)

()

Pasal 1V
Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana diraaksud pada Pasal 2 terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang Fungsionai yang tertagi dalam ‘Jerbaga;i kelompok Jabatan Fungsional sesuai
dengan bidang keahliénnya " |
Set‘ia'p .Kelonipok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh
seorang  tenaga fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten .
Jum'ah-Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkar; kebutuhan dan keterampilan .
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku .

Bagian Keenam
Tata Kerja
Pasal LI
Dalam melaksanakan tugasiya Sckretaris Daerah Kabupaten, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala
Sub Bagian menerapkan priasip — prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi  baik
intern mauoun antar unit organisasi lainnya sesuei dengan tugas pokok masing-masing .
Setiap  Pimpinan Satuan  Organisasi  di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten wajib
F ; =] S : g

meiaksanakan pengawasan melekat .

Pasal 12

,

Daiam 'na‘l lgupati berhalengan, Sekretaris Dacrah Kabupaten melakukan tugas-tugas Bupati
sesusi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten b.erhaiar.gan tugas-tugashya berada dalam koordinasi
seorang Asisten yang dituniuk oleh Bupati dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut
kepangkatan (DUK).

Dalmn hal Asisten berhalawan tugas-tugasnya pata Kepala Bagidn berada dalam koordinasi
seorany Kepala Bagian yang ditunjuk oleh Sekrctaris Daerah Kabupaten dengan memperhatikan

senoritas dalam daftar urut kepangkatan (DUK).

dasal 13

Setiap Pimpinan Unit Satuan Kerja dllmgkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan
mengetahui petunjuk yang diberikan dan bf*nanggunn jawab kepada atasan masing — masing
sesuai mekanisme dan hierarki serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Satuan Kerja dari bawahannya wajib diolah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk dan

bahan penilaian kerja pada bawahannya.

6
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(3).

T
|f (2).

(1)

BADB il
SEKRETA R[AT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

_ Pasal 14
Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Dewan .
Selretaris Dewan merupaian jabatan strukturai eselon U b . ’
Sekretaris Dewan secara Teknis Operasional bérada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratifbertanggung jawab ,ke'pzida'Bupati melaui Sekretaris
Daerah . | .

_ Pasal 15

Sekretariat DPRD mérupak:m unsur pelayaﬁan terhadap DPRD. |
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan admnistrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan mendukung pelaksanaan tugyas dan  fungsi DPRD. ~dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukén oleh DPRD sesuai’ dengan kemampuan
keuangan dacrah |
Sekretariat DPRD  dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a?yat (2)

menyelenggarakan fungsi :

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.

a
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.

o

Fasi'itas rapat-rapat anggota DPRD; dai.

d. Pznyadiaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 19
Sekretariat DPRD terdiri dari 2 (dua) Bagian dan masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian

dan Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut -
; S S DI s y : 3

a. Bagiar Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan .

b. Bagian Umum, Program dan Keuangan .

Bagian Ietiga
Bagian - Bagian
Pasal 17

Perundangan-undangan, Risalah dan Persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
“huruf a terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu -
Ml Bagian Perundang-undangan Dokumentasi

:‘a‘gi‘an‘ Risalah .
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‘Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut aalam Peraturan Bupati.

c. Sub Bagian Persidangan dan Protokoi .
(2). Bagian Umum, Program dan Keuangan. sebagdinﬁana dimaksud pada Pasal 14
ayat (2) hurut' b terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
a. Sub Bagian Umum | '
b. Sub Bagian Program

c. Sub Bagian Keuangan

Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 18

Sekwan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administrasi 0 engikuti petunjuk davi Sekretaris Daerah Kabupaten
Pasal 19

(1) Dalam menjalankan tugasnya  Sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(2) Setiap Pimpinan satuan orgenisasi dalam lingkungan Sckretariat DPRD bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahaanya masing-masing serta memberikan' bimbingan

dan petunjuk-petunjuk bagi peiaksanaan tugas bawahannya.

v Pasal 20

(1) Sctiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan
mematuii  petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan

scbagai - bahan  penyusunan  laporan  dan untuk memberikan  petunjuk-petunjuk  kepada

bawahannya.

Pasal 21

Ketentuan lebin lanjut mengenar Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian

\

BAB 1V
STAF AHLI -
Pasal 22

(1). Bupati dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli,

Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon 11 b.

.. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

il
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(4)

()

4)

Pasal 23

Staf' Ahli mempunyai tugas memberikan tclaahan mengenai masalab Pemerintahan Daerah sesuai

dengan bidang tugasnya

& g tugasty

Daiam  melaksanakan tugasnys  sebagaimana  dimaksud ayat (1) Staf Alli senantiasa

berkoordinasi dengan Sexretaris Daerah Kabupates, '
o

Staf Ahli membidangi : _ v )

a. Bidang Hukum dan Politik: T

b. Bidang Pemerintahan:

c. Bidang Pembangunan:;

d. B.dang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia: dan

e. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan kodrdinasi.‘

P:l,SIll 24

Staf’ Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf a

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.

Stat Ahli Bidang Pémerintahan  sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf b

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintzhan. 4
. i

Stat' Ahii Bidang Pembangunali sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf ¢ mempunyai

tugas memberikan telaahan mengenai pembzinguna.n.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf d

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan scbagaimand dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf e

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih Ianjuf mengena Tugas Pokok dan Fungsi Staf. Ahli ditetapkan dengah Peraturan

Bupati.

BAB YV
KETENTUAN LAJN-LAIN

Pasal 2‘6'

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahlf tercantum dalam lampiran
ga | (AT P

yang merupakan bagian tak terpisabkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dergan Peraturan Bupati..



BAB VI
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28 |
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah’ Nomor 02 Tahun'i007 tentang
Pembentuker. Susunan Organisasi ‘dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan, Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sékreté.riat DPRD Kabupaten

Buol dicabut dan dinyatakan tidai berlaku.

Pasal 29
Peraturan )aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetap'kan di Buol
pada tanggal 12 Pebruari 2008

b | @T AMRAN H,
Diundgigkan di Buol

gal 12 Pebruari 2008
{ KABUPATEN

ATALIPU

pada t
SE TARIS DAL

“MACHMUD BACULU | i

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
- "TAHUN 2008 NOMOR 02 '
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LAMPIRAN : PERATURAN.DAERAH KABUPATEN BUOL

. ) 5 "
NOMOR 02 TAHUN 2008 .
TANGGAL 12 PEBRUAR! 2008 ’ @
. STRUKTUR ORGANISASI '
' B
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI N ¢
KABUPATEN BUOL
. : » -— _—
BUPATI R - .| DPRD KAEUPATEN
BUPATI BUOL | riey
WAKIL BUPATI '
SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN
T e o .
. T e o ——— : ;
I A ] i .
ASISTEN'PEMERINTAHAN ASISTEN PEREKONOMIAN,
DAN KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN DAN STAF AHLI | SEKRETARIS DPRD
RAKYAT ADMINISTRASI UMUM
l I T L
. — l u = u l — ‘ [ ! i BAGIAN |
KELCMPOK BAGIAN ADM BAGIAN BAGIAN BAGIAN 1. [ BAGIEN 7} . BAGIAN BIDANG — "BAGI :Nlé i i
UABATAN ' ADMINISTARI KESRA ADM ) ) ' . PERUNDANG- UMUM, PROGRAM
= I \ NG — AUKUM . ’ '
Funesionad | [PEMERINIARAN | HUTCOM BAN DAN PEMBANGUNAN, SHIMASDEN PERLENCKAPAN KOMDAN | |unpancan, RisALA AN
g m 1 ) { - KEMASYARAKATAN | PEREKONOMIAN L T BRRE | DAN PERSIDANGAN ——
N S . i —
[ SubBagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian [ Sub Bagian _*! Sub Bagian EIDANG Sub Bagian i Sub Bagian ‘
|} Pemerintahan - Peraturan 1| Bina Mentz! - L 1 Ewtinosnoss Umum
Umum Perundang- Spirituat 1 SumberDaya Alam - Protokol Rumah Fangga - PEMERINTAHAN Undangan da'n MU \
Undangan i Dokumentasi O
; - B T
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian - Sub Bagian ] Sub Bagian Sub Bagian BIDANG Sub Bagian ! Sub Bagian
Perangkat Bantuan Hukum & Pembinaan Lembaga - Monev, dan 2 - | 1 . - .
1 & Ctonomiy | [ | Dokumentasi 1 Sosialdan | Pengendalian - | - D""‘i_'f‘ifi‘:ss'ida“ | Perlengkapan Umum| || PEMBANGUNAN | [ Risalah | Progam
i Daerah 11 Hukum ¥ehiasyarakatan B Pembangunan | b { T . - |
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